MENTERI KCORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
SATUAN TUGAS ANTI NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan
prekursor narkotika di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,
diperlukan upaya menumbuhkan kesadaran pegawai
di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan untuk menolak dan
memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkotika dan prekursor narkotika;

b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Satuan
Tugas Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan;

=

(==
© 2022 Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Masyarakat h%
o]



Mengingat

-2 -

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Satuan Tugas
Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 1997 tentang
Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3671) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang
Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5126);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
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6. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020 tentang
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 159);

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan
Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap
Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 115);

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5
Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Rencana Aksi
Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan

Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK,
HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG SATUAN TUGAS ANTI
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

Membentuk Satuan Tugas Anti Narkotika dan Prekursor
Narkotika di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan, yang selanjutnya dalam
Keputusan Menteri Koordinator ini disebut Satgas Anti

Narkotika.

Satgas Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU terdiri atas :
Pengarah : Menteri Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.
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Penanggung Jawab : Sekretaris Kementerian Koordinator

Bidang  Politik, Hukum, dan

Keamanan.

Ketua . Inspektur.

Sekretaris : Kepala Biro Perencanaan dan
Organisasi.

Anggota : 1.  Kepala Biro Umum;
2. Kepala Biro Hukum,

Persidangan, dan Hubungan
Masyarakat;

3. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi  Politik  Dalam
Negeri;

4. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi Politik Luar
Negeri;

S. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia;

6. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi Pertahanan
Negara,;

7. Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan
Ketertiban Masyarakat;

8. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi Kesatuan Bangsa,;

9. Sekretaris Deputi Bidang
Kooordinasi Komunikasi,
Informasi, dan Aparatur;

10. Kepala  Sekretariat Komisi
Kepolisian Nasional; dan

11. Kepala Sekretariat Komisi

Kejaksaan Republik Indonesia.
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Tim Penyediaan : 1. Kepala Bagian Hubungan
Penyebaran Masyarakat dan Media, Biro
Informasi Hukum, Persidangan dan

Hubungan Masyarakat; dan

2. Gugum Rachmat Gumilar,
Analis Hubungan Antar
Lembaga, Biro Hukum,

Persidangan dan Hubungan

Masyarakat.
Tim Deteksi Dini : 1. M. Absori, Analis Kepegawaian
(Pelaksanaan Test Ahli Madya, Biro Umum; dan
Urin dan 2. Muchamad  Rizka  Pahlefi,
Pembentukan Analis Kepegawaian Ahli
Relawan Anti Pertama, Biro Umum.
Narkotika)
Tim 1. Etiko Parmatohadi, Kepala
Pengembangan Bidang Penanganan Kejahatan
Topik Anti Transnasional, Deputi Bidang
Narkotika dan Koordinasi Keamanan dan
Prekursor Ketertiban Masyaraakat; dan
Narkotika 2. Eros Shidqy Putra, Analis

Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang
Koordinasi Keamanan dan

Ketertiban Masyaraakat.

Satgas Anti Narkotika mempunyai tugas:

a.
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melaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika dan prekursor
narkotika;

mendorong dan meningkatkan kesadaran pegawai di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan terkait bahaya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika;

-
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c. melakukan pengawasan terkait peredaran dan
penyalahgunaan narkotika di lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Tim Penyediaan Penyebaran Informasi melaksanakan
publikasi informasi bahaya penyalahgunaan narkotika
dan prekursor narkotika melalui media elektronik dan
non elektronik;

e. Tim Deteksi Dini:

1) mengoordinasikan penyelenggaraan tes urine bagi
Pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

2) menindaklanjuti laporan pimpinan unit kerja
terkait dugaan penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika oleh Pegawai di lingkungan
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum,
dan Keamanan dengan memerintahkan pegawai
yang  bersangkutan untuk melaksanakan
pemeriksanaan narkotika di  rumah sakit
pemerintah yang ditunjuk;

3) melaksanakan koordinasi dengan pihak yang
berwenang dalam hal hasil pemeriksaan
dinyatakan terbukti menggunakan narkotika;

4) melaksanakan pembentukan Relawan Anti
Narkotika di lingkungan Kementerian Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;

f. Tim Pengembangan Topik Anti Narkotika dan
Prekursor untuk melaksanakan pengembangan topik
anti narkotika dan prekusor narkotika sebagai materi
pada kegiatan sosialisasi serta pelatihan Pegawai di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan dan Calon Aparatur Sipil
Negara,

g. melaporkan rencana kegiatan dan hasil pelaksanaan
kegiatan secara berkala kepada Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan; dan
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h. menyusun laporan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan kepada Presiden atas
pelaksanaan  pencegahan  penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

KEEMPAT : Satgas Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua belas) bulan
terhitung mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan
30 Desember 2022.

KELIMA . Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan
Satgas Anti Narkotika dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM . Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022 dan
berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN TTD
REPUBLIK INDONESIA

/b’¢e-§é(1g1“§i1jp Hukum, Persidangan,

/.

/?zﬁ’ﬂﬁbungan Masyarakat MOH. MAHFUD MD

L |
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.‘-S‘idiq Mustofa
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h. menyusun laporan Menteri Koordinator Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan kepada Presiden atas
pelaksanaan  pencegahan  penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di
lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik,

Hukum, dan Keamanan.

KEEMPAT . Satgas Anti Narkotika sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU bertugas selama 12 (dua belas) bulan
terhitung mulai dari tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan
30 Desember 2022.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan
Satgas Anti Narkotika dibebankan pada Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang

Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM . Keputusan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2022 dan
berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang

bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2022

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Salinan sesuai dengan aslinya REPUBLIK INDONESIA,

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM,
DAN KEAMANAN D
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum, Persidangan,

dan Hubungan Masyarakat MOH. MAHFUD MD

Sidiq Mustofa
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